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BUPATI GOWA 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI GOWA 

NOMOR 3, T.!Effii 201 IJ 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 18A TAHUN �018 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perkembangan 

potensi dan kebutuhan daerah yang tidak sesuai lagi dengan asumsi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018, 

maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 A Tahun 2017 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 perlu dilakukan 

penyesuaian; 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Gowa tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Gowa Nomor 18 A Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018; 

Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421 ); 
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TENT ANG 
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TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perkembangan 

potensi dan kebutuhan daerah yang tidak sesuai lagi dengan asumsi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018, 

maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 A Tahun 2017 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 perlu dilakukan 

penyesuaian; 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Gowa tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Gowa Nomor 18 A Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421 ); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang·Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

ii 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114);  

12. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); 

13.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang 

Kawasan Perkotaan Makassar, Maras, Sungguminasa dan Takalar; 

15 .  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 ;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang 

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 

pembangunan jangka menengah Daerah serta tatacara perubahan 

rencana jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan jangka 

menengah daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114); 

12. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang 

Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar; 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19Tahun 2016; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang 

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 

pembangunan jangka menengah Daerah serta tatacara perubahan 

rencana jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan jangka 

menengah daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah; 

iii 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2018; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 252); 

21 .  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 

Nomor 8 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 

Nomor 4); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 1  

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 

Nomor 1 1  ); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2018; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 252); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 

Nomor 8 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 

Nomor 4); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 
Nomor 11 ); 

iv 



26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan 

lnfrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 8  Tahun 2012 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18) ;  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 5  Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15 ,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2016 Nomor 8); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1 1  ); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GOWA NOMOR 1 8  A  TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018. 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2018 adalah 

Penjabaran Tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Gowa Tahun 2016 - 2021 dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD·Perubahan 

Kabupaten Gowa Tahun 2018, dengan memperhatikan hasil Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum SKPD Kabupaten Gowa Tahun 

2017, yang kemudian disesuaikan dengan isu strategis dan kondisi umum daerah 

dalam rangka peningkatan pembangunan Tahun 2018. 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan 

lnfrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2016 Nomor 8); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11 ); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GOWA NOMOR 18 A TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018. 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2018 adalah 

Penjabaran Tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Gowa Tahun 2016 - 2021 dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD·Perubahan 

Kabupaten Gowa Tahun 2018, dengan memperhatikan hasil Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum SKPD Kabupaten Gowa Tahun 

2017, yang kemudian disesuaikan dengan isu strategis dan kondisi umum daerah 

dalam rangka peningkatan pembangunan Tahun 2018. 

v 
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Pasal 2 

Perubahan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2018 merupakan dokumen lanjutan dari 

RKPD Kabupaten Gowa tahun 2018, yang disusun akibat terjadinya perubahan 

asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2018, yang meliputi Perubahan kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana 

program dan kegiatan prioritas daerah. 

Pasal 3 

lsi beserta uraian pennctan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, wajib 

mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2018 dalam menyusun penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja­ 

PD) serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPA-PD) 

Tahun 2018. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa. 

Ditetapkan di Sungguminasa 
pada tanggal, ,;. J tLi 2,, '> 

BUPATI GOWA, 

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL 

Diundangkan di Sungguminasa 
pa a tanggal r :: • � ' •  =· 

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR JC 

• 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2018 merupakan dokumen lanjutan dari 

RKPD Kabupaten Gowa tahun 2018, yang disusun akibat terjadinya perubahan 

asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2018, yang meliputi Perubahan kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana 

program dan kegiatan prioritas daerah. 

Pasal 3 

lsi beserta uraian penncian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, wajib 

mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2018 dalam menyusun penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- 

PD) serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPA·PD) 

Tahun 2018. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa. 

Ditetapkan di Sungguminasa 
pada tanggal, '.- .;tt.i 21,G 

BUPATI GOWA, 

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL 

Diundangkan di Sungguminasa 
pa a tanggal r ;: • � 21 : 

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 3<> 
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4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala 

Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan untuk selanjutnya dijadikan bahan masukan pada perencanaan 

tahun berikutnya. 

5. Pemerintah daerah selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

akan melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan program yang 

telah dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.  Dalam kaitan itu, maka 

masyarakat dan stakeholder pembangunan daerah perlu memberikan dukungan 

sepenuhnya agar program/kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal. 

Dengan adanya perubahan RKPD Tahun 2018, prioritas pembangunan sebagai 

penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat akan 

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan tersinergi dalam pencapaian sasaran/target yang 

telah ditetapkan. 

BUPATI GOWA 

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL 
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4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala 

Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan untuk selanjutnya dijadikan bahan masukan pada perencanaan 

tahun berikutnya. 

5. Pemerintah daerah selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

akan melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan program yang 

telah dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018. Dalam kaitan itu, maka 

masyarakat dan stakeholder pembangunan daerah perlu memberikan dukungan 

sepenuhnya agar program/kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal. 

Dengan adanya perubahan RKPD Tahun 2018, prioritas pembangunan sebagai 

penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat akan 

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan tersinergi dalam pencapaian sasaran/target yang 

telah ditetapkan. 
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